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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Unit
Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya) adalah hasil penelitian
lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi
anak korban kekerasan dalam rumah tangga di PPA Polrestabes Surabaya dan
bagaimana analisis yuridis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban
kekerasan dalam rumah tangga di PPA Polrestabes Surabaya.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian studi lapangan yang memiliki tujuan
untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai
korban kekerasan dalam rumah tangga dan kemudian dianalisis menggunakan
undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian berupa data yang diperoleh melalui
wawancara kepada pihak-pihak yang terkait yaitu pihak kepolisan dan juga
penyidik dari PPA Polrestabes Surabaya. Serta didukung dengan menggunakan
metode kepustakaan untuk menganalisis teori yang sesuai. Kemudian data yang
diperoleh tersebut dianalisis menggunakan pendekatan penelitian empiris dengan
metode deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Bentuk perlindungan hukum bagi
anak korban kekerasan dalam rumah tangga di PPA Polrestabes Surabaya bekerja
sama dengan beberapa lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), dan psikolog.
Terdapat beberapa tahap dalam upaya perlindungan oleh pihak penyidik dalam
mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada anak di kota
Surabaya yang terdiri dari tahap 1 hingga tahap 4. Bentuk Perlindungan hukum
pidana terhadap anak sebagai korban kekerasan oleh orang tua terdiri dari
perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang diatur dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga yang mana dalam Undang-Undang tersebut memuat
tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan disarankan;
Pertama, upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak oleh orang tua dapat
dilakukan pertama kali dalam lingkup rumah tangga antara lain memperkuat
landasan keimanan dalam keluarga dan membangun paradigma harmonis antara
orang tua dengan anak. Kedua, untuk memberikan perlindungan terhadap anak
korban kekerasan oleh orang tua maka perlu meningkatkan kerjasama antara
Pemerintah dan Kepolisian, lembaga-lembaga bantuan hukum serta organisasi yang
ada dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pengetahuan
tentang hukum melalui bimbingan atau penyuluhan penyuluhan terhadap
masyarakat dengan penyampaian secara visual dan bahasa yang mudah dimengerti
serta meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan serta masyarakat khususnya para
orang tua tidak menganggap kejahatan kekerasan terhadap anak sebagai persoalan
pribadi antara intern keluarga.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun tak luput dari aturan-
aturan dan atau hukum yang ditentukan baik oleh Negara ataupun oleh
masyarakat dan agama. Contoh nyata dari penerapan aturan dan atau hukum di
lingkungan keluarga adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan yang menjadi dasar tata laksana dalam suatu perkawinan yang sah.
Dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal
1 ayat (4) keluarga diartikan sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri
dari ayah, ibu dan anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang
Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,
martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi
anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar
19451

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang
mempunyai peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus,
memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin
pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, sosial dengan utuh, serasi, selaras,

dan juga seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan

! Penjelasan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan
Umum.



perlindungan terhadap anak maka diperlukan dukungan. Baik yang menyangkut
kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap serta memadai. Oleh
sebab itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu
dilakukan secara khusus.?

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya
perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak
(fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang
berhubungan dengan kesejahteraan anak.® Kekerasan sangat dekat dengan
kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat
beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku
kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua
sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan
benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan
rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan
tujuan si penindak.*

kasus kekerasan setiap tahun mengalami peningkatan, korbanya bukan
hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-
anak bahkan balita. Pelakunya berasal dari lingkungan keluarga, sekolah dan

masyarakat sekitarnya. Di antara masyarakat Indonesia yang paling rawan

2 Vivin Restia dan Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga”, (Nurani Hukum, Vol. 2 No 1 Juni 2019. ISSN. 2655-7169, 2019), 24.

$ Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung : Mandar Maju, 2009), 1.

4 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2001), 12.



menjadi korban kekerasan adalah kaum perempuan dan anak-anak. Tindak
pidana kekerasan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih
maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi
di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Di
berbagai pemberitaan media cetak hingga media elektronik selalu terdapat kasus
mengenai kekerasan pada anak.

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak
pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada
kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki
maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan
terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini
disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena
baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut
dari pandangan publik, kadang juga disebut domestic violence (kekerasan
domestik).®

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menentukan bahwa
penyelenggaraan harus berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta
prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi: a8) Non diskriminasi, b)

Kepentingan yang terbaik bagi anak, ¢) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup,

5> Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis,
(Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 1.



dan perkembangan, d) Penghargaan terhadap pendapat anak. Menurut
pandangan syariat Islam walaupun anak tersebut masih berada dalam kandungan
adalah merupakan kehidupan yang harus dihormati, dengan menganggap
sebagai wujud yang hidup dan wajib dijaga. Sebagaimana firman Allah yang
Artinya: “Allah menghidupkan dan mematikan. dan Allah melihat apa yang
kamu kerjakan”. (Qs. Ali’imron : 156).

Hukum Islam dan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan pada
hakekatnya sama, yaitu sama-sama sebuah aturan. Aturan yang bersifat
mengatur dan bersifat memaksa bagi anggotanya. Akan tetapi landasan serta
tujuannya berbeda, sehingga menimbulkan implikasi yang berbeda.

Perlu dikemukakan di sini bahwa perhatian syariat Islam terhadap
perlindungan anak sudah dimulai sejak kurang lebih 1398 tahun yang lalu. Islam
selalu memelihara kepentingan anak bukan hanya setelah lahir, melainkan
semenjak ia masih berada dalam kandungan. Islam secara khusus telah
menggariskan hak-hak yang harus diberikan pada anak. Dalam Alquran surat
Al-Balad ayat 1-3 Artinya: “Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini
(Mekah). Dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapak
dan anaknya”. (Q.S. Albalad [90]: 1-3).

Dalam ayat di atas Allah Swt telah bersumpah dengan anak sebagai bukti
kecintaan Tuhan terhadap anak. Pelajaran yang diberitahu oleh Allah Swt
melalui sumpah-Nya, bahwa Allah Swt memenuhi janji-Nya untuk penaklukan
kota Mekkah dari tangan kafir Quraiys, menyelamatkan manusia dan juga anak-

anak.



Dalam hal ini Alquran telah banyak membahas dan mengisyaratkan kepada
manusia bahwa perlindungan terhadap anak pada dasarnya adalah tugas dan
kewajiban dari orang tua yang harus dilakukan sejak kecil.® Dalam ajaran Islam,
anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang
luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan
negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan
dunia sebagai rahmatan lil ‘dlamin. Karenanya, hak anak harus diakui dan diyakini,
serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua,

masyarakat, bangsa dan Negara.

Perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan
cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang ibu

sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.s. al-An’am ayat 140.

) P
= @1 - ¢~/-E‘ 2@ P ;ﬁ'/'i/ - i 2 &~ Y °% 2’0/ 5}//520.‘};:. “ Xt - 0%
A e al el A aga ) el sk e ale i Led aadlsl 118 (pall Dus 38

Cnigh 158 s 1 slim 28
Artinya :

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena
kebodohan lagi tidak mengetahuidan mereka mengharamkan apa yang

Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengadaadakan

6 Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, (Jurnal Al-‘Adalah,
2017) Vol 14, No 2, 396.



terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka

mendapat petunjuk.

Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya

untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya.’

Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (selanjutnya disebut UU No. 23 tahun 2002) dan terakhir dalam Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (selanjutnya disingkat UU No. 23 tahun 2004). Peraturan-peraturan
perundang-undangan diatas banyak mengatur tentang hak anak, pelaksanaan
kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan
Negara.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur (Jatim), ada 67 anak di Jatim menjadi
korban kekerasan hingga minggu ketiga Juni 2019. Ada beberapa jenis
kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Baik kekerasan fisik, psikis, seksual,
eksploitasi, penelantaran hingga perdagangan manusia (trafficking). Kepala
Seksie Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AK Jawa Timur (Jatim), Hari
Chandra Novianto menuturkan, yang paling banyak dilaporkan terjadi terhadap
anak-anak adalah kekerasan fisik. Selain itu, kekerasan seksual juga banyak

dialami anak-anak. Data DP3AK Jatim menunjukkan kekerasan seksual

7 Ibid, 406.



terhadap perempuan dan anak terbanyak dilaporkan terjadi di Surabaya, Jawa
Timur.®

Namun pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan
ke unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Satreskrim Polrestabes
Surabaya turun. Data penurunan tersebut berdasarkan data mulai Januari hingga
Oktober 2019. Dari data Unit PPA Polrestabes Surabaya tahun 2018 tercatat ada
38 laporan yang diterima. Sedangkan data bulan Oktober 2019 Unit PPA baru
menerima 28 laporan. Penurunan angka pelaporan KDRT, dampak dari
sosialisasi pihak kepolisian terkait upaya pencengahan terhadap terjadinya
KDRT. Akan tetapi data kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut
tidak secara spesifik atau tidak semua terjadi pada anak-anak.® Dan kasus
kekerasan pada anak dalam lingkup rumah tangga sendiri kasus yang banyak
tidak dilaporkan dengan alasan sebagai aib dalam keluarga dan menganggap
bahwa kekerasan tersebut sebagai hal kecil yang menjadi sanksi bagi anak.
Berdasarkn uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap
Anak sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus

UPPA POLRESTABES Surabaya)”.

8https://surabaya.liputan6.com/read/4022235/67-anak-di-jawa-timur-jadi-korban-kekerasan
°https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4799767/gencar-sosialisasi-pencegahan-jumlah-kasus-
kdrt-di-surabaya-turun



B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis memperoleh

identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Anak sebagi korban dalam kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh
orang tua atau keluarga.

2. Kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan di
Surabaya.

3. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak.

4. Upaya perlindungan hukum yang diberikan PPA Polrestabes Surabaya
kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga.

5. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan.

6. Tinjauan Yuridis terhadap Kekerasan terhadap anak dalam wilayah PPA
Polrestabes Surabaya

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi analisis

pada batasan masalah sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah
tangga
2. Analisis yuridis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak
korban kekerasan dalam rumah tangga
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam
rumah tangga di PPA Polrestabes Surabaya ?
2. Bagaimana analisis yuridis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak

korban kekerasan dalam rumah tangga di PPA Polrestabes Surabaya ?

. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang
sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat
jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atas
duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut,
posisi penelitian yang akan dilakukan harus diperjelas. Pembahasan mengenai
kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap anak telah ditulis oleh para penulis
sebelumnya, diantara penelitian-penelitian yang sudah ada itu adalah:
Penelitian yang pertama dilakukan oleh Vivin Restia dan Ridwan Arifin
yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga”. Di dalam Undang-Undang Pasal 44 Nomor 23 Tahun
2002 menyatakan pemerintah harus bisa memenuhi fasilitas serta
menyelenggarakan usaha kesehatan yang baik untuk semua anak dan
masyarakat. Agar semua warga dan anak-anak mendapatkan hak kesehatan yang
optimal dan baik dari sebelum mereka lahir. Pada Undang-Undang diatas juga
menjelaskan tentang perlindungan terhadap anak untuk bisa menentukan sanksi
pidana yang berupa denda dengan sejumlah uang ataupun dipenjara. Semua

dilakukan untuk kepentingan anak, karena anak merupakan generasi penerus



bangsa untuk bisa hidup, berkembang, bersosialisai serta berpartisipasi untuk
semua orang dan bangsa Kita agar menjadi bangsa yang berkembang dan maju.
Penelitian kedua dilakukan oleh Mahmudin Kobandaha dengan judul
“Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
dalam Sistem Hukum di Indonesia”. Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2002
menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap
anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
Dalam hal pelanggaran mengenai ketentuan ini, maka UU No 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak menentukan sanksi pidana, baik berupa hukuman
penjara maupun denda dengan sejumlah uang. Itu semua semata-mata demi
kepentingan anak. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT vyaitu
perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum;
kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan;
pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yenni Widyastuti, M. Syukri Akub,
dan Syamsuddin Muchtar yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak
sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan oleh Orang Tua”. Penelitian ini
dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Pengadilan Negeri
Makassar, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk

Keadilan (LBH APIK), Lembaga Perlindungan Anak, dan Pusat Pelayanan

10 Mahmudin Kobandaha, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah
Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia”, (Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23/No. 8, 2017), 83-84.
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Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan
(P2TP2A). Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait
seperti Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Hakim
Pengadilan Negeri Makassar, dan beberapa koordinator Lembaga Bantuan
Hukum. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: bentuk perlindungan
hukum terhadap anak korban kekerasan orang tua adalah: perlindungan hukum
preventif atau secara abstrak, dan perlindungan hukum represif atau secara
konkret, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua
adalah: faktor mendisiplinkan anak, ekonomi, minimnya pendidikan pelaku,
perasaan dendam, dorongan nafsu birahi seksual, perasaan jengkel terhadap
tingkah laku anak serta media cetak dan elektronik. Kemudian upaya-upaya
penanggulangan kekerasan terhadap anak oleh orang tua dapat dilakukan
pertama kali dalam lingkup rumah tangga antara lain memperkuat landasan
keimanan dalam keluarga dan membangun paradigma harmonis antara orang tua
dan anak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Haryanto Dwiatmodjo dengan judul
“Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban
Tindak Pidana di Wilyah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas”. Bentuk
perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Banyumas pada tingkat penyidikan di Kepolisian

dengan diberi rehabilitasi. Di tingkat Kejaksaan justru tidak ada bentuk

11 Yenni Widyastuti, M. Syukri Akub, dan Syamsuddin Muchtar, “Perlindungan Hukum terhadap
Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan oleh Orang Tua”, (Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin, 2016).
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perlindungan riil terhadap korban, sedang di tingkat Pengadilan ada 2 bentuk
perlindungan, pertama berupa perlindungan dari pemberitaan identitas di media
massa untuk menghindari labelisasi; dan kedua dengan pemberian jaminan
keselamatan. Realisasi pelaksanaan perlindungan anak yang menjadi korban
tindak pidana belum maksimal sebab hak korban mendapat rehabilitasi,
kompensasi, dan restitusi sulit mengurus dananya karena ada kebingungan dari
institusi penegak hukum dari mana sumber dana yang harus dialokasikan.
Hambatan fundamental dari pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban
adalah tidak tersedianya biaya untuk memaksimalkan pelaksanaan
perlindungan.*?

Peneltian yang kelima dilakukan oleh Rahmi Safrina, Iman Jauhari, dan Arif
dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Berdasarkan monitorin PKPA di Sumatera
Utara sejak 1999 sampai sekarang, keluarga atau orang yang terdekat dengan
anak justru merupakan pelaku kekerasan paling dominan terhadap anak.
Sementara kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang dianggap
sebagai hal biasa. Memandang pentingnya arti perlindungan anak, terutama anak
yang berada di kawasan rumah tangga yang notabene berada di bawah
pengawasan orang tua orang yang terdekat pada diri anak, maka perlu ditelaah
lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap pengaruh untuk meminimalisir

kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Perlindungan hakhak anak yang

12 Haryanto Dwiatmodjo, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban
Tindak Pidana di Wilyah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas”, (Jurnal Dinamika Hukum,
2011), Vol. 11 No. 2, 202-213.
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diwujudkan sebagai gerakan global negara-negara di seluruh dunia dengan
mensahkan Konvensi Hak Anak sebagai bagian dari hukum nasional. Undang-
undang Rl Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang
Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak.?

Dari beberapa penelitian yang sudah dipaparkan di atas sangatlah jelas
bahwa dalam penelitian ini pembahasannya berbeda dengan penelitian
sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini, kekerasan dalam
rumah tangga terhadap anak ditinjau dari berbagai perspektif yaitu tangga
menurut UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan UU No. 23 tahun
2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta upaya
perlindungan hukum pada anak korban kekersan dalam rumah tangga di unit

PPA.

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan
dalam rumah tangga di PPA Polrestabes Surabaya.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan terhadap anak
dalam lingkup rumah tangga menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak, dan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan

kekerasan dalam rumah tangga.

13 Rahmi Safrina, Iman Jauhari, dan Arif, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga”, (Jurnal Mercatoria, 2010), Vol. 3 No. 1), 34-44.
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F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis yaitu berharap penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi
penanganan kekerasan terhadap anak di lingkup rumah tangga yang dewasa
ini semakin memprihatinkan dan mengenaskan.

2. Secara praktis yaitu berharap karya tulis ini dapat memberikan pemahaman
mengenai perlunya kesadaran tentang masalah kekerasan anak, dengan
harapan kesadaran tersebut bisa mendukung berbagai komponen baik orang
tua, Negara atau Pemerintah masyarakat, serta LSM untuk mengehentikan

atau meminimalisir masalah kekerasan anak dalam rumah tangga.

G. Definisi Operasional

Dengan tujuan memperjelas dan menghindari kesalahpahaman menafsirkan
kata-kata dalam pembahasan penelitian ini, sehingga penulis berkeyakinan
bahwa perlu adanya penjelasan tindaklanjut terkait istilah dalam memahami

judul penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah
penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya)
untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk
perkaranya, dan sebagainya) . Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal
dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat

disimpulkan analisis yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa
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(untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Yang
mana pada pembahasan dilakukan penyidikan dan penerapan pasal yang
berlaku bagi pelaku korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-
undang.
2. Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak
hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut
tidak dilanggar. Dimana, penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya
untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk perlindungan
hukum pada korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh
pihak PPA Polresta Surabaya.
3. KDRT
Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah tindakan yang
dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang
berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan
hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).'
Kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga yang terjadi

pada anak dalam penanganan kasus di PPA.

1 https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga
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H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang dilaksanakan
dengan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang datanya
diperoleh melalui lapangan (tempat studi kasus) baik berupa data lisan
maupun data yang bebentuk dokumen. Penelitian ini tidak dilakukan dengan
kaidah statistik melainkan bersifat mengembangkan teori.*® Selain itu juga
didukung dengan metode kepustakaan (bibliography research) dan interview
langsung dengan para narasumber sehingga bisa di dapatkan jawaban yang
alamiah yang sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan sehingga
diharapkan bisa mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang

diperlukan.

2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam pencarian data-data yang diperlukan
dalam skripsi ini, dibedakan menjadi 2 data diantaranya yaitu :

a. Sumber data primer adalah merupakan sumber dari data yang diperoleh
dari sumbernya secara langsung melalui interview, observasi dari
responden. Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari :

1) Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya Unit Perlindungan

Perempuan dan Anak

15 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), 75.
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2) Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan anak

3) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.

b. Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh melalui bahan pustaka
yang memberi penjelasan terhadap sumber primer yang sudah didapat.*®
Perolehan data sekunder didapat melalui Al Qur*an dan Hadist, literatur
buku, ensiklopedia, jurnal, pendapat ahli hukum, kamus, artikel dan
sebagainya.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik

sebagai berikut:

a. Editing, ialah meneliti dan memeriksa kembali data secara sistematis
dan tepat mengenai kelengkapan sumber data yang telah
dikumpulkan serta meneliti kembali data yang telah ditetapkan dari
penelitian lapangan maupun kepustakaan. Proses editing berakhir
jika data yang terkumpul sudah valid. Dalam penelitian ini, peneliti
melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dengan
narasumber dan hasil dari pencara data kepustakaan.

b. Analyzing, ialah melakukan analisa dari pengumpulan data dengan

menggunakan jawaban dari responden sehingga dapat diperoleh

16 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 23.
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kesimpulan tertentu yang pada akhirnya dapat menjadi jawaban atas
permasalahan yang telah dirumuskan diawal.
4. Teknik Analisis Data

Pada teknik analisa data ini, penulis menggunakan teknik deskriptif
analisis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan teori hukum sesuai objek penelitian dan berkenaan dengan
pelaksanaan hukum yang ada di masyarakat berkenaan dengan objek
penelitian.!” Artinya, data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk
deskriptif ini berupa pemaparan dari data yang telah diperoleh sesuai
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian pada skripsi ini
yakni perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah
tangga. Setelah dipaparkan secara deskriptif, penulis akan menganalisa
menggunakan pendekatan hukum pidana Islam dan undang-undang yang
nantinya akan ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang
ada.

Pola pikir yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa
permasalahan pada skripsi ini yaitu pola pikir deduktif yaitu pola pikir dari
umum ke Kkhusus. Berdasarkan pola pikir tersebut, penulis akan
memaparkan berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur
tentang perlindungan hukum anak, lalu ditarik kesimpulan beberapa
ketentuan umum tersebut pada perlindungan terhadap anak korban

kekerasan dalam rumah tangga di PPA Polresta Surabaya.

17 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 105.
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I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini bisa terarah dan bisa menjadi pemikiran yang terpadu,
serta untuk mempermudah memahami isi tulisan ini, maka penulis menyajikan
sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya memuat
tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitiaan, dan sistematika pembasahan.

Bab kedua, landasan teori, memuat uraian tentang deskripsi Perlindungan
Anak, Kekerasan Anak dalam rumah tangga menurut UU No. 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak, UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak,
dan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,
dan pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dalam KUHP.

Bab ketiga, memuat uraian temuan hasil penelitian meliputi sekilas tentang
UPPA Polrestabes Surabaya, prosedur pelaksanaan penyidikan, perlindungan
hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di UPPA
Polres Surabaya dan hasil wawancara bersama anggota Kepolisian Resort
Surabaya unit reserse kriminal.

Bab Keempat, Analisis yuridis yang berkaitan dalam kasus kekerasan
terhadap anak dalam rumah tangga dan perlindungan kepada korban kekerasan
dalam rumah tangga di UPPA Polrestabes Surabaya.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari bahasan skripsi yang berisi

kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan juga tentang saran-saran.

19



BAB |1

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak
1. Definisi perlindungan anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu
bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang
secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan
upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan

jaminan pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.8

Sedangkan dari pengertiannya, Perlindungan adalah pemberian jaminan atas
keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala

bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.*®

Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Hukum
dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan
perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,
namun juga prediktif dan antisipatif Hukum dapat pula difungsikan untuk

menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha,

18 pystaka Mahardika, 2015 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia,
Yogyakarta, Pustaka Mahardika, 49.

19 Abimantoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember,
2014, 3.
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masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah
mengalami perombakan dan perubahan. Hukum terutama dibutuhkan oleh mereka

yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik.2°

Maka perlindungan hukum adalah; perbuatan melindungi hak individu atau
sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik
dan mental, secara sosial, ekonomi dan politik, baik secara preventif maupun

represif, berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan keadilan.

Untuk pengertian tentang Anak itu sendiri adalah: manusia yang masih
kecil,secara umum pengertian anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda
dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan
sekitarya.?! Sedangkan pengertian dalam UUPA dan UUPPA, Pengertian anak
adalah: seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam

kandungan.

Pengertian Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai
dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi

tertentu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan
kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

20 Handoko Dardhak Saputro, SH., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Perlindungan Anak.
http://repository.unej.ac.id/, 17.

21 Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum (Dictionary Of Law New Edition,
Mahirsindo Utama, 2014,) 7.
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Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu
masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.?2

Sedangkan pengertian Perlindungan Anak dalam UUPA dan UUPPA
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan
bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efesien. Usaha
perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan
hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku
yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan
menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika
mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba

saatnya menggantikan generasi terdahulu.?

Beberapa prinsip dalam konteks perlindungan sebagai implementasi hak-hak

anak,antara lain:

22 Abimantoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember,
2014, 37.

23 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia,
Refika Aditama, Bandung, 2009, 33.
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1. Anak tidak dapat berjuang sendiri.
Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah sebagai
generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, keluarga
dan bangsa sehingga hak-haknya harus dilindungi.
2. The best interests of the child atau kepentingan terbaik untuk anak
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik,maka perlu
prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang
sebagai prioritas tertinggi dalam setiap kepentingan yang menyangkut
tentang anak.
3. Ancangan daur kehidupan atau life circle approach
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus di
awali sejak dini dan terus menerus.
4. Lintas sektoral
Seperti di uraikan di atas,nasib anak bergantung dari berbagai faktor makro
maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.
2. Dasar-dasar Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak
1) Dasar filosofis Pancasila sebagai kegiatan dalam berbagai kehidupan
keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dasar filosofis
pelaksanaan perlindungan anak, pendekatan kesejahteraan sebagai dasar
filosofis perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berupa protection child
and fulfillment child rights based approach (to respect, to protect iand to
fulfil), anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan

totalitas kehidupan dan kemanusiaan.
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2) Dasar etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi
yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan
kewenangan, kekuasaan dan kekuatan.

3) Dasar Yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada
undang-undang dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain
yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu

penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan?

Dasar filosofis, etis dan yuridis merupakan pedoman pengkajian, evaluasi
apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-
benar rasional positif dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi Pancasila,
Undang Undang Dasar 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama dan

nilai sosial yang tradisional maupun modern.

B. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam

Hukum Islam memiliki prinsip dan nilai dasar yang sangat istimewa. Hukum
Islam menaruh perhatian yang sangat ekstra terhadap hak-hak manusia-tidak
memandang, Kkecil, besar, dewasa maupun tua-hukum Islam lebih bersifat
komprehensif dan komplek. Dalam konteks perlindungan anak, hukum lIslam
memiliki perspektif lebih mendalam ‘“ketimbang” hukum konvensional pada
umumnya. Dalam hal perlindungan anak, hukum positif-terutama yang berlaku di

Indonesia-hanya mengatur seputar pemeliharaan orang tua (alimentasi) terhadap

24 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta:1989, 266.
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anak, pengakuan anak, pengesahan anak.?> Mengenai indikator tentang hak dan
kewajiban anak dalam hukum positif tidak dibreakdownkan secara detail. Berbeda

dengan urusan perlindungan anak dalam konteks Islam.2®

Berkaitan dengan indikator tentang perlindungan terhadap hakhak anak, hukum
Islam telah membahasnya dengan detail. Pembahasan mengenai perlindungan
terhadap anak, diawali dengan cara mempersiapkan anak sejak dalam kandungan
hingga dewasa. Bahkan, untuk mengantisipasi perilaku-perilaku yang dapat
berakibat pada hukum, terdapat anjuran dan nasehat tentang kriteria memilih
pasangan hidup yang lebih baik. Selain itu, mengungkapkan juga jaminan
keberlangsungan hidup, jaminan kesehatan dan tuntunan penyambutan kelahiran
jabang bayi, pensyariatan al-hadlanah (pengasuhan anak), jaminan beragama dan
mendapatkan pendidikan, anjuran menyusui dengan air susu ibu kandung,
kewajiban nafkah ayah bagi anak dan melindungi anak dari perilaku tercela dan

perlakuan salah.?’

Selanjutnya, kedudukan anak dalam perspektif Islam sangatlah istimewa,
yaitu anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan
Negara, sebagai pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan
memakmurkan dunia. Adapun “status” tersebut pada dasarnya mengkhabarkan
tentang pemberian hak, sehingga melahirkan hak anak yang kemudian harus

diyakini dan diamalkan. Upaya ini merupakan amalan yang mesti

% |syana K. Konoras, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia,”(Jurnal
Hukum Unsrat, Edisi Khusus I, no. 2 (Juni 2013) 44.

26 Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, (Jurnal Al-‘Adalah,
2017) Vol 14, No 2, 396.

27 |bid, 410.
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diimplementasikan oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara terhadap anak.
Orang tua, masyarakat, bangsa bahkan negara sekalipun tidak boleh ragu dan takut
tertimpa “musibah” berupa kemiskinan dan lain sebagainya, jika intens
mengimplementasikan perlindungan terhadap anak-anak. Karena Allah telah
menjamin dan akan memberikan kemudahan, baik berupa kelapangan rizki atau
apapun bagi mereka yang melindungi anak-anak.?® Artinya, bagi umat Islam pada
dasarnya tidak ada alasan untuk tidak memelihara, melindungi hak-hak anak. Jika
masih saja dipungkiri, sama halnya mengesampingkan sumber hukum Islam

tertinggi, yaitu Alquran.

Hak asasi anak manusia dalam dimensi Islam memiliki cakupan yang sangat
luas, mulai dari hak yang bersifat pribadi sampai ajaran kehidupan yang bersifat
sosial. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat beragam
dan multikultural, posisi perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai calon penerus
generasi belum secara utuh “tersentuh” oleh keluarga, masyarakat, bangsa dan
negara. Padahal jika hak-hak anak diperhatikan dan dilindungi oleh hukum-baik
hukum Islam maupun hukum positif-maka akan memberikan pengaruh terhadap
bangsa ini. Menyikapi hal ini, Abdur Rozak Hussein menyatakan, jika benih anak
dalam masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat terbentuk menjadi
masyarakat yang baik pula. Selain itu, dalam Islam juga dinyatakan bahwa anak-

anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat di masa

28 Berkaitan dengan janji Allah tentang perlindungan anak telah disebutkan dalam Q.s.al-Isra ayat
31, yang artinya “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Kamilah
yang member rezki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka
adalah suatu dosa yang besar”.
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yang akan datang.?® Oleh sebab itu, orang tua, masyarakat, bangsa dan negara
memiliki kewajiban untuk menunaikan hak-hak anak. Namun demikian, dalam
skala yang lebih kecil-orangtua sebagai elemen utama sebagai pelindung anak-
anaknya-memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menunaikan perlindungan
terhadap hak-hak anak. Selanjutnya, agar supaya anak-anak tidak terperosok
kedalam jurang kedzaliman, karena telah melalaikan dan mengesampingkan hak-
hak anak, maka orang tua sebagai benteng utama perlindungan bagi anak mestinya

berkewajiban memperhatikan hak-hak anak sebelum lahir dan setelah lahir.
1. Hak Anak Sebelum Lahir

Perhatian Islam terhadap anak sebagai calon generasi penerus bukan hanya
sekadar retorika belaka. Namun diwujudkan dalam bentuk perhatian nyata dan ril,
yaitu dimulai sejak dari dalam rahim ibu atau masih dalam bentuk janin. Dengan
kata lain, Islam memperhatikan masalah anak sejak sebelum berbentuk. Upaya
perlindungan janin sejak dalam rahim ibunya merupakan bentuk perlindungan
jasmaniah maupun rohaniyah untuk sebuah janin agar kelak dapat tumbuh dan
berkembang dengan baik sampai lahir kedunia dengan sempurna. Keberpihakan
Islam terhadap perlindungan anak sejak dalam janin, pada akhirnya diakui dan

dijadikan “standard” oleh para pakar psikologi perkembangan anak.*

29 Abdul Rozak Husein, Hak-Hak Anak dalam Islam (Jakarta: Fikahati, Aneska, 1992), 19.
30'Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, (Jurnal Al-‘Adalah,
2017) Vol 14, No 2, 414.
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2. Hak Anak Setelah Lahir

Masa bayi merupakan fase kehidupan yang sangat penting (vital). Sebab,
kondisi fisik dan mental bayi akan menjadi dasar atau pondasi yang kokoh terhadap
perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Pasca kelahiran, tidak lama berselang
bayi akan merespon apa yang ada di sekitarnya dan mulai menunjukkan tingkah

laku serta karakteristik yang khas.

Syariat Islampun sangat serius dalam memberikan perlindungan kepada anak.
Hal ini dibuktikan dengan pemberian hak-hak yang begitu banyak demi menjamin
pertumbuhan dan perkembangan anak61 hingga menjadi manusia yang sempurna,
baik jasmani maupun rohani. Orang tua, masyarakat, bangsa dan negara memiliki

tugas berat dalam melindungi hak-hak anak pasca kelahirannya.®!

Adapun hak-hak anak yang perlu dilindungi secara berasama-sama oleh
orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, banyak hal, diantaranya hak untuk hidup,
hak mendapat nama yang baik, hak disembelihkan aqigahnya, hak untuk
mendapatkan ASI (dua tahun), hak makan dan minum yang baik, hak diberi rizKi
yang baik, hak mendapatkan pendidikan agama, hak mendapatkan pendidikan salat,
hak mendapat tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan, hak
mendapatkan pendidikan dengan pendidikan adab yang baik, hak mendapat
pengajaran yang baik, hak mendapat pengajaran Alquran, hak mendapat pendidikan

dan pengajaran baca tulis, hak mendapat perawatan dan pendidikan kesehatan, hak

%1 1bid, 415.
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mendapat pengajaran keterampilan Islam memberantas pengangguran, hak

mendapat tempat yang baik dalam hati orang tua, dan hak mendapat kasih sayang.

C. Perlindungan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan
Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

Seorang anak merupakan harapan setiap bangsa dimasa yang akan datang,
setiap hak yang wajib untuk diperoleh anak terhadap setiap orang tuanya sejak anak
tersebut telah lahir didunia ini yang berasaskan hukum serta peraturan undang-
undang yang sudah berlaku. Perlindungan dari hukum untuk setiap anak bisa berarti
sebagai usaha dan upaya perlindungan terhadap kebebasan hukum serta hak
seorang anak dari berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan
anak®?,

Kekerasan sering kali terjadi dalam kehidupan setiap anak pengalaman yang
terjadi pada setiap anak yang mengalami kekerasan banyak ragamnya vyaitu
kekerasan yang terjadi dari tempat kejadian, pelaku dan sebabnya terjadi kekerasan.
Kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh orang tua yang sering terjadi yaitu
memaharahi anaknya serta memukul anaknya menggunakan sapu, ikat pinggang
maupun benda-benda yang ada disekitarnya. Banyak yang menyebutkan bahwa
orang tua yang menganiyaya anaknya yaitu penganiyaan yang ringan, tetapi

perbuatan dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh

32 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2014, 1.
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seorang anak, yang berakibat fatal bagi anak yang telah mengalami kekerasan orang
tuanya sendiri3.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh
undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah menegaskan
bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah,
Pemerintah Daerah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan
secara terus-menerus demi terlindunginya anak dari kekerasan. Rangkaian kegiatan
tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan
perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini
dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan
sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, dan memiliki jiwa nasionalisme
yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga
kesatuan dan persatuan bangsa®*.

Penjelasan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan
meskipun UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak
anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat,
Pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak, masih
diperlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan
yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Hal ini
ditegaskan kembali melalui UU No. 35 tahun 2014 dengan menggunakan UUD

1945 dan Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child) yang

33 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT Raja Grafindo Persada,
(Jakarta, 2013), 2
% Ibid,. 33
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diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun
1990. Melalui UU No 35 tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan
terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan
dipertegas. UU No. 35 tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang
sebelumnya tidak ada dalam UU No.23 tahun 2002. Tujuan dibentuknya undang-
undang tentang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk
kekerasan fisik, emosional, social dan seksual, penelantaran, tindakan
membahayakan, eksploitasi; ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar
belakang ekonomi, politis, agama, social budaya, dan orang tuanya sehingga hak-
hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal,
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak

Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera .

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orag tua, keluarga,
masyarakat, Pemerintah maupun Negara. Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002
sebagaimana telah diubah oleh UU No. 35 tahun 2014 menentukan:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga, dan
orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak.”

Jadi, yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota
masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam dalam situasi

dan kondisi tertentu.

% 1bid.
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Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 16 dan 17 tentang
penghapusan kekerasan didalam sebuah rumah tangga juga memberikan
perlindungan kepada korban kejahatan atau kekerasan yang mangatakan bahwa di
dalam pasal 16 yakni sebagai berikut:

1. Waktu 1 x 24 jam bahwa kepolisian wajib meminta surat perintah

perlindungan dari pengadilan, terhitung sejak perlindungan seperti pada
ayat 1.

2. Pada ayat 1 perlindungan sementara diberikan paling lama yaitu 7 hari

semenjak korban diterima maupun ditangani.

3. Waktu 1 x 24 jam pihak kepolisian wajib meminta surat penentapan

perlindungan terhadap korban\ kekerasan dari pengadilan.

Dalam Pasal 17 berbunyi “pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan
pihak lain yaitu seperti pekerja sosial, relawan pendamping atau pendamping rohani
untuk dapat mendampingi korban serta tenaga kesehatan3,

Jadi yang mengusahakan perlindungan terhadap seorang anak yaitu semua
anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap individu
dengan berbagai macam cara dengan melihat situasi serta kondisi. Setiap warga
berhak bertanggung jawab atas semua perlindungan anak agar mencapai

kesejahteraan di kehidupan ini®’.

% Muhammad T Makarao, Wenny Bukano dan Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak dan
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, 18

37 Jhon May, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah Diubah oleh Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, Lex Crimen, Vol. IV, No. 7,
(September, 2015), 81-88
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BAB Il1

PROSEDUR PELAKSANAAN PENYIDIKAN KEKERASAN TERHADAP
ANAK DI PPA POLRESTABES SURABAYA

A. Gambaran Umum Satreskrim Unit PPA Polrestabes Surabaya
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
Surabaya, yang mana Polrestabes Surabaya terletak di Jalan Sikatan No. 1
Krembangan Sel. Surabaya Jawa Timur 60175, Indonesia. Khususnya pada
Satuan Resere dan Kriminal (Satreskrim) pada Unit Perlindungan Perempuan
dan Anak.
1. Visi dan Misi Satuan Reserse dan Kriminal
Sebagai ujung tombak dalam menciptakan kamanan dan ketertiban
masyarakat. Satreskrim Polrestabes Surabaya diharuskan untuk bisa
beradaptasi dan memiliki perubahan serta perkembangan dalam kehidupan
bermasyarakat. Sebagai pedoman untuk memberikan dan mewujudkan
keamanan terhadap masyarakat telah dirumuskan visi dan misi yaitu
“Terwujudnya penyidik dan penyidik pembantu Polri yang mampu menjadi
pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat, serta sebagai penegak
hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi
supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemelihara keamanan dan
ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu

kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera”
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Serta dalam pendukung visi dalam memberikan dan mewujudkan serta
pemeliharaan keamanaan yaitu adanya misi yang mencerminkan tugas-
tugas yaitu sebagai berikut :

a. Mengembangkan  sistem  manajemen  Satreskrim  Polrestabes
Surabaya yang akuntabel dalam proses penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

b. Meningkatkan profesionalisme penyidik Satreskrim Polrestabes
Surabaya dan mengoptimalkan seluruh unit Reskrim, sarana dan
prasarana dalam rangka penegakan hukum.

c. Meningkatkan kinerja dan layanan Satreskrim Polrestabes Surabaya serta
meningkatkan sistem teknologi informasi yang modern.

d. Meningkatkan kerjasama dengan unsur CJS maupun lintas departemen
atau instansi lain dan kerjasama Internasional dalam rangka penegakan
hukum.

e. Meningkatkan sistem perencanaan, implementasi dan evaluasi serta
pengawasan Kinerja Satreskrim Polrestabes Surabaya yang cepat,
transparan, akuntabel, transparan dan berperikemanusiaan.

f. Meningkatkan spirit dan soliditas Satreskrim Polrestabes Surabaya serta
mengembangkan etika moralitas organisasi yang berorientasi pada aspek

legalitas.
2. Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya
Dalam setiap lembaga atau instansi Kepolisian memiliki struktur

organisasi yang mana untuk membedakan msing-masing satuan atau unit dan
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tugas. Adanya struktur organisasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam
menjalankan tupoksi sehari-hari dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan
dalam setiap unit. Selain itu struktur organisasi juga mempermudah pimpinan

atau pengawas dalam mengawasi kinerja atau pelaksanaan tugas dari anggota.
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| xaurBinOPs |
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya
B. Proses Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Pada Anak Di Wilayah

Hukum PPA Polrestabes Surabaya.

Perlindungan hak-hak seorang anak merupakan hal yang penting dan
merupakan tanggungjawab bersama dari pihak pemerintah, aparat penegak
hukum, masyarakat, dan orangtua untuk dapat memenuhinya. Untuk itulah
diperlukan penegakan hukum dalam proses penyelenggaraannya yang lebih
menekankan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum, mulai dari proses

penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang.
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UPPA sebagai Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk
perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan
penegakan hukum terhadap pelakunya. UPPA yang memiliki kewenangan
melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yang melibatkan anak dan
perempuan sebagai korban maupun pelaku, selain itu juga memiliki peran
melindungi hak-hak anak pelaku kejahatan sebagai bentuk perlindungan hokum
terhadap anak. Pelaksanaan hukum merupakan salah satu cara penyelesaian
ragam masalah yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik
masalah hukum antar individu, antar masyarakan maupun individu dan
masyarakat dengan negara. Penggunaan instrumen hukum hanyalah sebuah cara
penyelesaian dengan tujuan menghukum seseorang. Penegakan hukum yang
dilakukan oleh penegak hukum menggunakan instrumen norma aturan hukum
yang berlaku untuk menentukan hukuman siapa yang menang dan siapa yang

kalah®.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu petugas PPA
Polrestabes Surabaya menjelaskan alur penyidikan di PPA Polrestabes Surabaya

sebagai berikut®® :

%8 Menurut Wirjono Prodjodikoro melihat bahwa hukum pidana sebagai sarana penghukuman
manusia dengan hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang
kesalahan bagi si pelanggar (substansi hukum pidana) dan hukum yang menentukan tentang
pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana). Hal tersebut tercantum dalam
bukunya pada halaman 14, yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, penerbit Eresco di Bandung
pada tahun 1989.

%9 Berdasarkan hasil wawancara dengan KANIT PPA Polrestabes Surabaya pada tanggal 20 Februari
2021 Pukul 10.00 Wib
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Korban/saksi melaporkan kepada personel Unit PPA kemudian

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku apabila terbukti maka

unit PPA menjerat pelaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yakni Undang-undang Perlindungan Anak dan menyerahkan pada

proses pengadilan ssedangkan untuk korban diteruskan kepada Dinas sosial

Pemda/ Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten/ Pusat Pelayanan Terpadu

untuk pemulihan fisik dan psikis anak (korban).

Alur perlindungan hukum oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya Sesuai

ketentuan pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan

Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban

Tindak Pidana maka alurnya sebagai berikut:

1) Penerimaan Laporan

a.

b.

C.

d.

Korban diterima oleh personel Unit PPA

Proses  pembuatan  laporan  polisi  didahului  dengan
interview/wawancara  dan  pengamatan  serta  penilaian
penyidik/petugas terhadap keadaan saksi korban

Apabila saksi korban dalam keadaan dalam kondisi trauma/stres,
penyidik melakukan tindakan penyelematan dengan mengirim saksi
korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit
Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta
memantau perkembangannya

Saksi dan/atau korban yang memerlukan istirahat, petugas

mengantar ke ruang istirahat atau rumah Aman atau shelter;
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e. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat
melaksanakan interviu/wawancara guna pembuatan laporan polisi;

f. Pembuatan laporan polisi oleh petugas unit PPA dan bila perlu
mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti;

g. Register penomoran laporan laporan polisi ke Sentra Pelayanan
Kepolisian (SPK)

h. Saksi dan/atau korban yang perlu dirujuk ke PPT atau tempat
lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan
menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan
penjelasan masalahnya

I. Saksi dan/atau korban yang selesai dibuatkan Laporan Polisi dan
perlu visum maka, petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke
PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum

J.  Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan
melalui konseling dan pendekatan psikologis.

2) Penyidikan

a. Penyidik membuat surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan
visum kepada Kepala RS atau rumah sakit lainnya yang secara
hokum dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan laporan
polisi yang dilaporkan oleh korban

b. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan

c. Apabila korban siap diperiksan dan bersedia memberikan

keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan korban,
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penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) terhadap korban

Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan satu korban, dan
satu tersangka saja, maka laporan polisi tersebut dapat
ditindaklanjuti oleh seorang penyidik saja

Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak korban,
tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka
kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim
yang telah ditentukan oleh Kanit PPA dan saksi/korban tetap
diperiksa oleh Polwan Unit PPA, sedangkan pengembangannya
dapat dilaksanakan oleh Penyidik Polri pria

Apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan
penyidikan korban dapat dititipkan di shelter milik Departemen
Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dinilai
dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap

dipulangkan ke daerah asalnya.

3) Tahap Akhir Penyidikan

a.

Koordinasi dengan instansi terkait sebagai ahli dalam rangka
memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani;
Menyelenggarakan gelar perkara kasus yang disidik

Penelitian terhadap berkas perkara kasus yang disidik

Menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Depsos RI atau

pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan
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pelayanan kepada korban apabila korban diperlukan kehadirannya
di pengadilan;

e. Melakukan koordinasi dengan instansi dan LSM yang peduli
terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana pada sidang
pengadilan, agar proses peradilan dan putusannya benar-benar
memenuhi rasa keadilan

C.Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Di PPA Polrestabes Surabaya

Pada kasus kekerasan yang terjadi pada wilayah hukum PPA Polrestabes

Surabaya menunjukkan data jenis-jenis kasus yang ada diantaranya :

Jenis Kasus Kekerasan

= Kekerasan Seksual Kekerasan fisik Kekerasan Psikis

Pemerkosaan m Kekerasan Ekonomi = Pencabulan

Gambar 3.2 Sumber : Unit PPA Polrestabes Surabaya

Data kasus kekerasan perempuan dan anak yang terlaporkan di atas ada enam
jenis kekerasan, kasus kekerasan seksual tertinggi dibanding kekerasan lainnya
yaitu sepuluh kasus (42 persen), kekerasan fisik dan penelantaran ekonomi masing-
masing empat kasus (17 persen), kemudian diikuti dengan pemerkosaan tiga kasus
(12 persen) dan pencabulan anak ada satu kasus (8 persen). Data kasus kekerasan
perempuan dan anak yang berhasil terungkap, dari laporan kasus P2TP2A Kota

Surabaya tahun 2018-2019. Korban tidak hanya berasal dari Kota Surabaya tetapi
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dari Lembaga lain yang melakukan pendampingan hukum yaitu LBH Bintang
Keadilan, mencatat dua kasus inses yang telah didampingi untuk mendapat bantuan
hukum, korban dari Kota Surabaya.

Jangkauan pendampingan hukum tidak terpusat di kota Surabaya saja tetapi
semua masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum di Provinsi Jawa
Timur. Data tersebut menunjukkan, bahwa segala bentuk kekerasan baik fisik,
psikis, sosial maupun seksual tidak hanya mendominasi di wilayah suami atau
Saudara Laki-Laki di perkotaan saja, terbukti macam dan jenis kekerasan terhadap
perempuan dan anak juga terjadi di wilayah perdesaan Kabupaten/Kota.

Jumlah Kasus Kekerasan

Berdasarkan Jenisnya Pada Tahun 2019

Gambar 3.3 Sumber : Unit PPA Polrestabes Surabaya

Kasus kekerasan yang terjadi berfluktuasi setiap bulannya. Total kasus yang
ditangani P2TP2A pada bulan Juli yaitu 627 kasus (356 rumah tangga dan 271
lainnya). Kekerasan dalam rumah tangga pada bulan Januari — Maret selalu
meningkat total 131 kasus, sedangkan bulan Mei — Juni mengalami penurunan
drastis dari 49 menjadi 17 kasus, tetapi Juni-Juli kembali mengalami peningkatan.

Kekerasan dalam rumah tangga paling banyak terjadi dibulan Juli sebanyak 59
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kasus yang ditangani oleh P2TP2A. Untuk kekerasan lainnya paling banyak terjadi
pada bulan Februari dengan 65 kasus.

Dalam proses berjalannya hukum sesuai dengan alur dari penyidikan atau
pelaporan pada kepolisian dan data telah masuk pada unit PPA Polrestabes
Surabaya, pihak dari unit PPA melakukan :

1. Tahap Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam

Rumah Tangga

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan
yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga
dalam memberikan perlindungan hukum terhadapa anak oleh pemerintah harus

didasarkan pada prinsip hak anak dan perlindungan atas hak anak.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
(PPA) Polri kerap menggandeng lembaga lain, seperti Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial
(Kemensos), dan psikolog. Keterlibatan lembaga lain sangat memengaruhi

kesuksesan pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan
pihak penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes

Surabaya, terdapat beberapa tahap dalam upaya perlindungan oleh pihak
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penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada

anak di kota Surabaya yaitu*°:

a. Tahap 1:tahap pemulihan awal. Meliputi tahap pemulihan fisik apabila anak
mengalami kekerasan fisik yang cukup serius dan membutuhkan penanganan
yang cepat, dengan merujuk ke rumah sakit terdekat dengan mendampingi
korban untuk proses administrasi rumah sakit tersebut sampai perawatan
yang membutuhkan rawat inap. Segala biaya untuk perawatan diserahkan
kepada LPA Surabaya sepenuhnya. Tahap pemulihan psikis apabila anak
mengalami trauma hebat atau gangguan psikis yang membutuhkan
pertolongan cepat, dengan menyediakan ahli psikologi atau dokter psikiater
dengan mendampingi korban selama proses menormalkan keadaan

psikisnya.

Untuk anak usia 5 tahun kebawah dilakukan pendekatan yang berbeda dengan cara-
cara menunggu memberi mainan membiarkan sampai siap dan dalam mendapat
keterangan dengan cara menyuruh mereka untuk bercerita, tidak seperti interogasi

dengan secara langsung di tanya mengenai apa yang terjadi.

b. Tahap 2 : tahap pendampingan hukum, apabila di butuhkan keterangan
korban oleh penyidik dari Unit PPA maka anak-anak selama proses
penyidikan didampingi oleh LPA Surabaya agar hak-hak dari korban tidak

dilanggar. Pendampingan hukum ini juga dilakukan sampai proses

40 Berdasarkan hasil wawancara dengan KANIT PPA Polrestabes Surabaya pada tanggal 20 Februari
2021 Pukul 10.00 Wib
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pengadilan apabila pihak kejaksaan membutuhkan keterangan saksi di
pengadilan. LPA Surabaya berperan memberikan pengetahuan hukum
terhadap korban mengenai hak-haknya dalam proses hukum yang sedang
berlangsung.

c. Tahap 3 : tahap pendampingan lanjutan yaitu program kesejahteraan bagi
anak pasca terjadinya kekerasan dan proses hukum. Meliputi penempatan
sementara di rumah Aman (shelter) yang disediakan oleh Dinas Sosial
Propinsi Jawa Timur dengan diberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan
seperti pendidikan non-formal layaknya pendidikan formal yang dijalankan
oleh anak sebelum terjadinya kekerasan, agar anak tidak ketinggalan dalam
materi pelajaran di sekolah formal. Kemudian dalam hal psikis anak masih
terganggu, di rumah Aman tadi disediakan Psikolog untuk pemulihan psikis
anak, dan memberikan permainan permainan yang menghibur anak supaya
melupakan kasus yang terjadi pada anak tersebut.

d. Tahap 4 : pengawasan terhadap anak ketika anak telah siap dikembalikan
kepada orangtuanya. Meliputi pengawasan berkala sebulan 2 sampai 3 kali
kerumah korban untuk sekedar melihat dan menengok kondisi fisik dan
psikis anak serta memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada
orangtuanya agar tidak terjadi kasus kekerasan terhadap anak sehingga tidak

terualng kejadian yang tidak diharapkan oleh korban dan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga

diatur dalam beberapa peraturan perundangn-undangan. Berikut ini adalah
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peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan

terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga:

1. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam
rumah tangga menurut Undang- Undang No.23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak pada prinsipnya di golongkan dalam beberapa bagian
yaitu : bagian kesatu menyangkut perlindungan di bidang agama, bagian
kedua menyangkut tentang perlindungan di bidang kesehatan, bagian ketiga
menyangkut tentang perlindungan di bidang pendidikan, bagian keempat
menyangkut dalam bidang social, dan bagian kelima menyangkut tentang

perlindungan khusus®*.

2. Menurut UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga
menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga dapat di lakukan secara langsung atau melalui keluarga dan
orang lain yang di beri kuasa dapat melaporkan peristiva KDRT kepada
pihak kepolisian,atau kepada LSM yang nantinya akan merujukkan /
membantu melaporkan ke pihak kepolisian,baik di tempatm korban

berada,maupun di tempat kejadian perkara.

41 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
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Dalam hal korban adalah seorang anak,maka laporan dapat di lakukan
oleh orang tua,wali,pengasuh,atau anak yang bersangkutan. bentuk-bentuk
perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat di
lihat dalam BAB VI UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan

dalam rumah tangga“?.

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh PPA Polrestabes Surabaya Untuk Dapat

Mengungkap Kasus Kekerasan Pada Anak.

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual
pada anak berbeda dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang
dewasa. Dalam penyelidikan tersebut PPA mengupayakan untuk dapat
mengungkap kasus. Di Kota Surabaya sendiri, pihak penyidik dari Unit

Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya melakukan upaya-

upaya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak penyidik, seorang
anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maupun
kekerasan seksual yaitu dengan melakukan gerakan atau kegiatan sosialisasi
tentang Undang-undang Perlindungan Anak kepada masyarakat Kota Surabaya.
Kegiatan sosialisasi rutin dilakukan sebulan sekali. Sosialisasi yang dilakukan

bekerjasama dengan berbagai kelurahan, berbagai kecamatan, berbagai
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kampung-kampung, berbagai Universitas, berbagai Lembaga Swadaya

Masyarakat yang ada di Kota Surabaya.

Tujuan dari sosialisasi tentang kekerasan fisik maupun seksual pada
anak tersebut agar masyarakat mengerti dan mengetahui informasi tentang
tindak pidana tersebut dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat akan bahayanya tindak pidana kekerasan seksual
pada anak yang telah banyak terjadi dengan memberikan penyuluhan, menempel
poster di tempat publik seperti mall, stasiun kereta api, terminal dan mengadakan

kerjasama dengan media massa.

Sosialisasi tersebut memberikan secara jelas kepada masyarakat oleh
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pihak penyidik. Jika terdapat
hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan fisik
(kdrt) maupun seksual pada anak, masyarakat dapat langsung melapor ke polisi

terdekat atau langsung ke penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak.

Upaya pencegahan lainnya, pihak penyidik juga melakukan kegiatan
penelusuran dengan mendatangi tempat-tempat yang berada di daerah-daerah
tertentu yang menjadi titik rawan dari tindak pidana kekerasan seksual seperti
lokasi prostitusi dan tempat karaoke dan ke daerah-daerah yang dapat terjadi
tindak pidana tersebut. Lokasi tersebut menjadi titik rawan dikarenakan berawal
dari lokasi seperti itulah tindak pidana kekerasan seksual pada anak juga dapat
terjadi sesuai dengan lingkungan atau pergaulan. Kegiatan penelusuran tersebut

juga rutin dilakukan sebulan sekali.
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3. Kendala Yang Dihadapi Oleh PPA Polrestabes Surabaya Dalam

Mengungkap Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan
pihak penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes
Surabaya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam
mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada anak di kota

Surabaya yaitu*::

Kendala-kendala yang paling umum dihadapi yaitu kurang atau tidak
ada saksi mata, sulit menemukan pelaku dan terkadang korban sendiri yang tidak
paham dengan proses hukum tidak tahu menahu mengenai apa yang harus
dilakukan, telat dilakukan visum, mencabut laporan yang sudah diproses
meskipun ada alasan yang diutarakan tetapi tetaap saja menghambat jalannya
proses sehingga harus memperbaruhi BAP, sulit berkomunikasi dengan anak
korban kekerasan yang mengalami trauma, sehingga tidak mendapat keterangan,
salah satu penyebabnya juga yaitu terbatasnya waktu dalam penangan berkas
perkara dan terbenturnya waktu dengan menunggu hasil visum, batas penangan
perkara dari awal tahap laporan polisi yang masuk hanya diberi waktu 15 hari
dalam satu kasus dan kasus atau laporan yang masuk banyak, menunggu hasil

visum dari RS Polda yang bekerjasama dengan wilayah 14 hari menunggu hasil

43 Berdasarkan hasil wawancara dengan KANIT PPA Polrestabes Surabaya pada tanggal 20 Februari
2021 Pukul 10.00 Wib
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visum keluar dan sembari menunggu sambil proses tetap berjalan, sehingga

penyidik juga harus membagi waktu.
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BAB IV

ANALISIS YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH
TANGGA DAN PERLINDUNGAN KEPADA KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI UPPA

A. Analisis Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polrestabes Surabaya

Perlindungan hukum itu sendiri untuk anak adalah bagaimana mereka
mendapatkan perlakuan juga kesempatan yang sesuai dengan apa yang menjadi
kebutuhannya dari segala bidang kehidupan. Segala bentuk dari perlindungan
hukum terhadap anak sangat dibutuhkan dikarenakan pada kehidupan seorang
anak sangat rentan berhadapan dengan kekerasan. Dan anak seringkali menjadi
korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh keluarga bahkan
orang tua nya sendiri juga lingkungan sekitar anak. Berbagai jenis kekerasan
yang diterima anak menjadi alasan mengapa bentuk dari perlindungan hukum

tersebut dibutuhkan dan harus diupayakan.

Dari Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Polrestabes Surabaya,
melindungi anak-anak adalah tentang melindungi orang dan membangun
pribadi seutuhnya. Lembaga masyarakat berperan aktif dalam melindungi
hak-hak anak. Untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi anak korban

kekerasan yakni:

a. P2TP2A (Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak) Kota Surabaya
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P2TP2A  merupakan pusat yang terintegrasi dalam upaya
pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di bidang
pembangunan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan maupun
kejahatan, termasuk perdagangan orang. P2TP2A salah satu layanan
terpadu yang dibentuk oleh pemerintah berupa Pusat Usaha, Konsultasi
Hukum, Rujukan dan Kesehatan Reproduksi, Nasihat Hukum, Pusat
Layanan Terpadu (PPT), Pusat Krisis Terpadu dan Krisis Wanita,
Pemulihan Trauma, Pusat Informasi llmiah dan Teknis (PIPTEK),
Trauma Center, Rumah Shelter atau bentuk lainnya.

(DP5A) Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Surabaya

DP5A bertugas menjalankan urusan pemerintahan yang telah berwenang
di Daerah dan bertugas sebagai pembantuan di Daerah. Fungsi dari DP5A
adalah melaksanakan administrasi  dinas, melaksanakan fungsi
kebijakan, dan merumuskan kebijakan dengan kesesuaian lingkup yang
bertugas. Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat mengetahui
pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana
kekerasan di  wilayah Polrestabes Surabaya. Pertama, pemberian
pendampingan anak sebagai korban secara medis, fisik, psikis maupun
sosial yang diperhatikan oleh P2TP2A Kota Surabaya. Kedua,
sinkronisasi, jaringan dan monitoring sangat dibutuhkan untuk melindungi
hak-hak utama perempuan dan anak. Pendampingan korban yang

mengalami masalah diperankan oleh DP5A Kota Surabaya.
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c. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkara
Melakukan tindak penyelamatan, kemudian melakukan penanganan-
penanangan medis serta psikis bagi korban yang membutuhkan selama
proses kasus. Tempat bagi pihak penyidik untuk menjadi rekomendasi
visum.

Dalam melaksanakan tugasnya segala upaya yang telah dilakukan oleh pihak
dari unit PPA Polrestabes yang menjalin kerjasama antara berbagai pihak lembaga
lain seperti Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Kementerian
Sosial (Kemensos), dan Psikolog. Keterlibatan lembaga lain sangat mempengaruhi
terlaksananya dengan baik dan kesuksesan dalam pengungkapan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak. Dan hal-hal yang telah diupayakan melalui proses
dan juga tahapan telah sesuai dan membuat para korban atau masyarakat menjadi
paham bagaimana alur nya dan bagaimana ketika menghadapi proses hukum atau

terlibat dalam hukum.

B. Analisis Yuridis Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam bahasa asing pertangungjawaban pidana di sebut sebagai
“toerekenbaarheid “,” criminal responsibility”, ” criminal liability”. Telah
diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana di maksutkan untuk menentukan
apakah seseorang tersangka / terdakwa di pertanggungjawabkan atas suatu

tindak pidana ( crime ) yang terjadi atau tidak*4. Dengan perkataan lain apakah

4 Kanter E.Y, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanya, Storia Grafika Jakarta,
2002, 249.
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terdakwa akan di pidana atau di bebaskan. Jika ia di pidana, haru ternyata bahwa
tindakan yang di lakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu
bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalaahn dari

petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.

Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakanya di tinjau
dari sudut kehendak (de wil), kesalaahan petindak adalah merupakan bagian
dalam (binnenkant) dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah
“tiada pidana tanpa kesalahan®. Lebih laanjut pompe mengatakan bahwa di lihat
dari sudut kehendak maka sifat melawan hukum merupakan bagian luar (de

buiten-kant) dari kehendak itu®.

1. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat - syarat yang
harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika di jatuhi pidana. penentu apakah
seseorang patut di cela karena perbuatanya, di mana wujud tersebut adalah

pemidanaan?®.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 telah secara tegas menyebutkan tentang
pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan kekerasan

terhadap anak, yaitu dapat di lihat pada BAB XI1%'.

%5 Ibid, 251.

%Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan ( Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan
Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana ), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008,
17.

47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
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Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

a)

b)

Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami
kerugian baik materil maupun moriil sehingga menghambat fungsi
sosialnya;atau

Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalamim
sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun social,

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta)

Pasal 80

a)

b)

Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman
kekerasan, atau penganiyayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
banyak Rp.72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dalam hal anak sebagaimana di maksut ayat (1) luka berat, maka pelaku
di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Dalam hal anak sebagaimana di maksut ayat (2) mati, maka pelaku
di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)
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d)

Pidana di tambah sepertiga dari ketentuan sebagaiman dimaksut dalam
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiyayaan

tersebut orang tuanya.

Pasal 81

a)

b)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau
dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit
Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah)

Ketentuan pidana sebagaiman di maksut dalam ayat (1) berlaku pula
bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian  kebohongan, atau membujuk anak melakukan

persetubuhan denganya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul, di podana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

belas) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta

rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).
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Undang-Undang  Perlindungan  Anak ini  menegaskan  bahwa
pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara
merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi
terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan
terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental,
spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan
terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional,

tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila.

Apabila anak telah menjadi korban tindak pidana maka usaha yang dilakukan
menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada
pasal 64 ayat (2) yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan
pemerintah dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana yang

meliputi:

1) Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar
lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain
sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa

pidana yang dialaminya.

2) Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut diupayakan
agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui
oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak

tercemar.
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3) Upaya memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban yaitu anak dan
saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman pihak-pihak tertentu,
hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan dengan efisien. 4) Pemberian
aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal
ini diupayakan agar pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai

perkembangan proses perkaranya.

2. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (“KDRT”) adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam
lingkup rumah tangga.

Ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam
rumah tangga telah di atur dalam pasal 44 ampai pasal 48 UU No 23 Tahun
2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai

berikut*®:

Pasal 44

48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
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a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup
rumah tangga sebagaimana dimaksut pasal 5 huruf a dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)

b. Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksut ayat (1) mengakibatkan
korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun atau denda paling banyak Rp.
30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).

c. Dalam hal perbuatan sebagaiman di maksut ayat (2) mengakibatka
matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.00 ( empat puluh
lima juta rupiah).

d. Dalam hal perbuatan sebagaamna di maksut ayat (1) di lakukan oleh
suami terhadap istri atau sebaliknya yangh tidak menimbulkan penyakit
atau halamgan untuk menjalnakan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000.00

(lima juta rupiah)

Pasal 45

a. Setiap orang yang melakukan perbuata kekerasan psikis dalam lingkup
rumah tangga sebagaiman dimaksut pasal 5 huruf b dipidana dengan
pidan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak

Rp.9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah)
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b. Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksut pada ayat (1) di lakukan
oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan
penyakit atau halamgan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidan dengan pidan penjara
paling lam 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.00 (

tiga juta rupiah )

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana
dimaksut pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (
dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000.00 ( tiga puluh

enam juta rupiah )

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tanggganya
melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksut pasal 8 huruf b
dipidana dengan pidana penjara paliong singkat 4 (empat) tahun dan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas tahun ) atau denda paling sedikit
Rp.12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak

Rp.300.000.000.00 ( tiga ratus juta rupiah )

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksut dalam pasal 46 dan pasal 47

mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak member harapan akan
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sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan
sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu )
tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau
mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima ) tahun atau pidana penjara paling lama 20
(dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000.00 ( dua puluh
lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000.00 ( lima ratus

juta rupiah).

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan secara alternatif, yaitu
pidana penjara atau pidana denda. Artinya terhadap pelaku tindak pidana kekerasan
seksual dalam rumah tangga bisa dikenakan dengan pidana penjara atau dengan

pidana denda.

Dilihat dari rumusan sanksi pidana yang diatur terhadap tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga nampak adanya ketidak konsistenan terhadap
ketentuan pidana tersebut, dimana pada Pasal 46 tidak diatur straf minimum khusus
tetapi hanya diatur straf maksimum Kkhususnya terhadap pelaku kekerasan
dalam rumah tangga, dimana straf maksimum khusus pada pasal tersebut yang
diancamkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan yang melanggar Pasal 8
huruf a yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling
banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sementara untuk straf
minimumnya karena tidak ada batasan khususnya maka straf minimun untuk sanksi

pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang melanggar Pasal 8 huruf a
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mengacu pada aturan umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
yaitu 1 (satu) hari. Lain halnya pada Pasal 47 diatur adanya straf minimum khusus
baik itu terhadap sanksi pidana penjara dan sanksi pidana dendanya, dimana straf
minimum Kkhusus pada pasal tersebut yang diancamkan terhadap pelaku tindak
pidana kekerasan yang melanggar Pasal 8 huruf b yaitu pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan untuk pidana dendanya paling sedikit Rp.
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sementara straf maksimum khusus untuk
pidana penjaranya yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun dan untuk pidana

dendanya paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Pemulihan korban
KDRT dan UU No 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 13 Tahun 2006
Perlindungan saksi dan korban, merupakan peraturan yang menekankan
perlindungan hokum kepada korban tindak pidana KDRT. Pemerintah dan
pemerintah daerah harus menjamin perlindungan hukum terhadap anak korban
KDRT. Anak Korban KDRT diberikan, kepada korban diberikan perlindungan,
yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban
yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan
penetapan pengadilan. perlindungan sementara, yaitu perlindungan yang langsung
diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum

dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

61



Setelah adanya putusan pengadilan. Anak korban KDRT berhak

mendapatkan:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap
tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan; dan

Pelayanan bimbingan rohani;

Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan
hartabendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan
kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan
dan dukungan keamanan;

Memberikan keterangan tanpa tekanan;

Mendapat penerjemah;

10) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

11) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;

12) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

13) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

14) Dirahasiakan identitasnya;
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15) Mendapat identitas baru;

16) Mendapat tempat kediaman sementara;

17) Mendapat tempat kediaman baru;

18) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

19) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
Perlindungan berakhir;

20) Bantuan medis dan bantuan rehabilitas dan psikologi.

Hak-hak yang diberikan dengan Negara kepada anak korban KDRT yang
memintakan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),
adalah dari item No 6 sd 20. Selain itu korban yang mendapatkan perlindungan dari
LPSK, berhak atas restitusi berupa: ganti rugi atas kehilangan kekayaan /
penghasilan; ganti rugi akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak
pidana; penggantian biaya perawatan medis dan / psikologis. Diajukan sebelum
atau sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika korban
meninggal dunia, maka restitusi diberikam kepada diberikan kepada ahli warisnya.
Pelayanan diberikan kepada pelaku dan anggota keluarganya. Sejalan dengan
pemeriksaan anak korban sebagai saksi KDRT, dilakukan juga pemulihan, yaitu
segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih
berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Meliputi pelayanan kesehatan,
pengobatan, pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga,
konseling, pembimbingan rohani dan resosialisasi korban. Konseling, terapi
psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan

dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Petugas
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yang menyelenggarakan pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial,
relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Dilaksanakan oleh instansi
pemerintah dan Pemda, lembaga sosial, termasuk menyediakan fasilitas yang
diperlukan. Fasilitas meliputi: ruang pelayanan khusus dikepolisian; tenaga ahli dan
professional; pusat pelayanan & rumah aman; sarana dan prasarana yang

diperlukan.

Sarana pelayanan kesehatan diberikan dengan rujukan pemerintah, Pemda,
masyarakat maupun swasta. Pelayanan kesehatan korban dilakukan dengan upaya:
anamnesis; pemeriksaan; pengobatan; pemulihan; konseling; merujuk ke sarana
kesehatan yang diperlukan. Pada kasus tertentu dilakukan pelayanan keluarga
berencana darurat untuk korban perkosaan; pelayanan kesehatan reproduksi lainnya
sesuai dengan kebutuhan medis. Pelayanan korban dilakukan di rumah aman, pusat
pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, Pemda, masyarakat.
Dengan persetujuan korban, Pekerja sosial dapat memberikan pelayanan kepada
korban dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif
milik pemerintah, Pemda, masyarakat. Dengan persetujuan korban. Menteri sosial
dapat menentukan sarana tersebut. Pemulihan korban dilakukan oleh pekerja sosial
dengan upaya: menggali permasalahan; memulihkan korban dari kondisi traumatid
melalui terapi psikososial; merujuk rumah sakit / rumah aman / pusat pelayanan /
tempat alternatif sesuai kebutuhan korban; mendampingi korban, mengkonseling;
resosialisasi. Pelayanan pemulihan kepada korban, relawan pendamping
melakukan upaya: membangun hubungan yang setara dengan korban; berempati

dan tidak menyalahkan korban; meyakinkan korban bahwa tidak seorang pun boleh
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melakukan tindakan kekerasan; menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan
apa yang diperlukan; memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga
atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya; dan/atau

membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum.

Pelayanan pemulihan kepada korban, pembimbing rohani dilakukan dengan
upaya: menggali informasi dan mendengarkan keluh kesah korban; mempertebal
iman dan ketakwaan korban dengan ibadah agama; menyarankan pemecahan
masalah melalui agama yang dianut korban; memberikan pemahanan tentang

kesetaraan gender.

Kerja sama antara para pihak yang terlibat dalam pemulihan anak korban
KDRT vyaitu: tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau
pembimbing rohani, kepolisian, advokat, penegak hokum lainnya, Komisi Nasional
Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI), pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.

65



BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat

ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah
tangga di PPA Polrestabes Surabaya menjalin kerja sama dengan beberapa
lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), dan psikolog. Telah
melakukan perlindungan preventif dengan cara memberikan upaya-upaya
sosialisasi kepada para masyarakat, juga terdapat beberapa tahap dari pihak
unit PPA dalam upaya perlindungan oleh pihak penyidik dalam
mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada anak di
kota Surabaya yang terdiri dari tahap pertama yaitu pemulihan awal apabila
anak mengalami kekerasan fisik jika membutuhkan penanganan cepat,
kemudian tahap kedua tahap pendampingan hukum apabila dibutuhkan
keterangan korban oleh pihak penyidik PPA, selajutnya tahap ketiga yaitu
pendampingan lanjutan merupakan program kesejahteraan bagi anak pasca
terjadinya kekerasan dan proses hukum, tahap akhir pengawasan terhadap
anak ketika anak telah siap dikembalikan kepada orangtuanya, meliputi
pengawasan secara berkala dari pihak kepolisian atau pihak terkait.

2. Dalam proses dan pelaksaan penyidikan hukum pidana terhadap anak

sebagai korban kekerasan oleh orang tua terdiri dari perlindungan hukum
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preventif dan perlindungan hukum represif yang mana telah diatur dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, ,serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana dalam Undang-Undang
tersebut memuat tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam Undang-
Undang perlindungan represif tersebut dijelaskan upaya Pemerintah dalam
menjerat dan mengadili bagi pelaku, selain itu juga dijelaskan bagaimana
korban mendapatkan hak-hak yang diberikan dengan Negara kepada anak

korban KDRT serta sarana pemulihan bagi korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal

sebagai berikut;

Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak oleh orang tua dapat
dilakukan pertama kali dalam lingkup rumah tangga antara lain memperkuat
landasan keimanan dalam keluarga dan membangun paradigma harmonis
antara orang tua dengan anak. Dan dalam memberikan perlindungan
terhadap anak perlu meningkatkan kerjasama antara Pemerintah dan
Kepolisian, lembaga - lembaga bantuan hukum serta organisasi yang ada
dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pengetahuan
tentang hukum melalui bimbingan atau penyuluhan penyuluhan untuk

menekan terjadinya kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.
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